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REAL ESTATE

Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa pa-

ham mengenai real estate secara umum yang juga dikaitkan

dengan teori ekonomi agar memiliki fondasi yang kuat me-

ngenai hukum real estate.
Real estate meliputi tanah dan semua kepunyaannya atau

hak yang terkandung dan apapun yang terbentuk atau dile-

takkan di atasnya baik oleh kejadian alam atau buatan manu-

sia sedangkan real property menyangkut akan minat, keun-
tungan dan hak yang terkandung dalam kepemilikan dari fisik

real estate.

Ada 4 (empat) istilah yang sering digunakan dalam lingkup

real estate, yaitu sebagai berikut:

1. Real, dapat diartikan nyata atau tanah;

2. Realty, dapat diartikan sebagai tanah;

3. Realtor atau realist, merupakan orang yang melakukan
jual beli tanah dalam arti luas;

4. Estate, dapat diartikan sebagai warisan. Namun dalam ka-
mus teknisnya diartikan sebagai tingkat kepentingan da-
lam tanah (the degree of interest on land).

Hukum real estate berkaitan dengan Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Ag-
raria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Keten-
tuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertam-
bangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ke-
tentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil



MANAJEMEN PROPERTI DAN
ESTATE MANAGEMENT

Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa pa-

ham mengenai pentingnya peran manajemen properti dan

estate management. Hukum real estate akan selalu berhu-

bungan dengan manajemen properti dan estate management

pada praktiknya.

A. MANAJEMEN PROPERTI

Usaha di bidang properti mengalami peningkatan. Hal ini
terlihat dari munculnya produk-produk properti yang dipro-
mosikan di media-media massa secara besar-besaran bebe-
rapa tahun terakhir. Pelaku pengembangan (developer) mun-
cul dari latar belakang usaha yang berbeda, baik itu keuangan,
industri, maupun pariwisata, di samping mereka yang sudah
spesialisasi di usaha properti. Harga sewa atau jual bervariasi

dan macam-macam konsumen (pangsa pasar).

Ada pun faktor penunjangnya adalah properti bagus un-
tuk jangka panjang, pertumbuhan penduduk berkelanjutan,
peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat, urban
renewal (perbaikan lingkungan), peningkatan sarana trans-
portasi, serta diversifikasi usaha.

Peran atau keterlibatan pemerintah dalam mengantisipa-
si perkembangan yang cukup cepat tersebut dengan menge-
luarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah-
an Rakyat Nomor 11/PRT/M /2019 tentang Sistem Perjanjian
Pendahuluan Jual Beli Rumah yang diundangkan pada tanggal
18 Juli 2019.



HAK TANGGUNGAN

Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa pa-

ham mengenai tahapan pemberian jaminan hak atas tanah,
yaitu Hak Tanggungan, serta hal-hal yang menyebabkan Hak
Tanggungan tersebut hapus. Hak Tanggungan merupakan sa-
lah satu perbuatan hukum yang selalu akan ditangani oleh Pe-

jabat Pembuat Akta Tanah.

SKETSA HUKUM JAMINAN

Perorangan

Hak Jaminan

Kebendaan

Benda
Bergerak

Gadai
Ps. 1150 - 1160
KUHPerda

Fidusia
UU No. 42 Th.
1999

>

Benda Tidak
Bergerak

Hipotek

A. PENGERTIAN HAK TANGGUNGAN
Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Pasal 1 ayat (1) UUHT:
“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Ag-
raria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang meru-
pakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepa-
da kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”

Hak
Tanggungan
UUNo.4 Th.

1996




DOKUMEN GEDUNG DAN
PERTANAHAN

Tujuan p(-ml)clajarun bab ini adalah agar mahasiswa pa
ham mengenai dokumen perusahaan, dokumen tanah dan
jonal gedung yang diperlukan

gedung, sertd dokumen operasl
berkaitan dengan real

untuk suatu perbuatan hukum yang

estate.

A. DOKUMEN PERUSAHAAN

aan yang biasanyd dibutuhkan dalam

Dokumen perusah
dalah sebagai berikut:

pengurusan gedung dan pertanahan a

Akta Pendirian Perusahaan
Akta pendirian perusahaan dan segala perubahannya sam-=

pai perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris beserta
surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Saat ini SIUP dapat diperoleh melalui O
mission (OSS).
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Saat ini TDP dapat diperoleh melalui Online Single Sub-
mission (OSS).
4. Surat Keterangan Domisili
Surat Keterangan Domisili dapat diperoleh di kantor ke-

Jurahan di mana perusahaan tersebut berada. Namun saat
ini dengan adanya Online Single Submission (OSS) tidak
diperlukan lagi.

nline Single Sub-

Persyaratan memperoleh Surat Keterangan Domisili:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat Notaris;



RUMAH SUSUN

Tujuan pembelajaran bab ink adalah agar mahasiswa pa
ham mengenal hukum yang mengatur rumah susun, karena
rumah susun sangat lazim ditemukan saat ini yany disebabkan
oleh lahan yang semakin terbatas, Profest hukum baik menjadi

yengacara maupun Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
|
|r.|sli
itan dengan rumah susun. Dengan demikian, mahasiswa harus
i

akan berhadapan dengan perbuatan hukum yang berka

saham mengenai hukum yang mengatur rumah susun.
patie

getelah 26 tahun terjadi perkembangan yang sangat pesat
tentang pengaturan rumah susun. Oleh karena itu, kita bis;f
lihat pergeseran dan perkembangan pengaturan nu:ngcnm
rumah susun. Untuk memudahkan maka dibuat perbandingan

antara k

edua undang-undang tersebut.

RBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 DENGAN

ANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

UND.
(k. 1985 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 16 Tahun
tentang Rumah Susun tentang Rumah Susun
| 181 KETENTUAN ISl
-’—Pas al1angka 6 | Tanah Bersama adalah sebidang ta- | Pasal 1 angka 4 | Tanah Bersama adalah sebidang ta-
nah yang digunakan atas dasar hak nah hak atau tanah sewa untuk ba-
bersama secara tidak terpisah yang ngunan yang d'K“"ak?" atas dasar
di atasnya berdiri rumah susun dan hak bersama secara tidak terpisah
ditetapkan batasnya dalam persya- yang di atasnya berdiri rumah susun
ratan izin bangunan, dan ditetapkan batasnya dalam per-
syaratan izin mendirikan bangunan.
pasal 1angka 4 | Bagian Bersama adalah bagian ru- | Pasal 1 angka 5 | Bagian Bersama adalah bagian ru-
mah susun yang dimiliki secara tidak mah susun yang dimiliki secara tidak
terpisah untuk pemakaian bersama terpisah untuk pemakaian bersama
dalam kesatuan fungsi dengan sa- dalam kesatuan fungsi dengan sa-
tuan-satuan rumah susun, tuan-satuan rumah susun,
pasal 1 angka 5 | Benda Bersama adalah penda yang | Pasal 1 angka 6 | Benda Bersama adalah benda yang
bukan merupakan ba_g_nqn rumah bukan merupakan bagian rumah su-
susun, lgtapt yang dimiliki bersama sun melainkan bagian yang dimiliki
secara tidak terpisah untuk pema- bersama secara tidak terpisah untuk
kaian bersama. pemakaian bersama.




KONSEP HUNIAN BERIMBANG

ST > 'aF g y . OF : ) '
Tujuan pe mbelajaran bab inj adalah agar mahasiswa pa-
ham mengenai konsep hunian berimbang, yang merupakan
kewajiban pengembang untuk menyediakan pemukiman yang

dapat mengayomi semua lapisan sosijg] budaya dan berbagai

profcsi.

Konsep hunian berimbang pada awalnya berdasarkan Su-
rat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pe-
kerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat No-
mor 648-384 Tahun 1992, 739/KPTS /1992, 09/KPTS /1992
tang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukim-

en .
; dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang (selanjutnya
an

disebut “SKB 3 Menteri”).
pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan
k memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu ke-
o dasar manusia mewujudkan perumahan yang layak
buwhal[-] kungan yang sehat, aman serasi, teratur, memberi
e ';‘f pertumbuhan wilayah, serta menunjang pemba-
= Ffdi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang
ng“';a Jam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahtera-
o ]fyat menuju masyarakat adil dan Makmur berdasarkan
::nl:asila. Untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan
dan permukiman yang serasi seperti tersebut di atas, per-hf
diwujudkan lingkungan perumahan yang penghuninya. terdiri
dari perbagai profesi, tingkat ekonomi, dan status sosial yang
saling membutuhkan dengan dilandasi oleh rasa kekeluarga-
an, kebersamaan, dan kegotong royongan, serta menghindari
terciptanya lingkungan perumahan dengan pengelompokan
hunian yang dapat mendorong terjadinya kerawanan sosial.



Tujuan pembelajaran byl Nl adalah ar ma)
il dNasiswa pa

ham mengenalizin lokasi yang ‘“h-llmk.m dipenuhi

oleh pe
aku usaha di bidang real eg141,0 s

1zin lokasi diatur dalam l’(-l.mu.m Menterj Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan perapnp. - Nasional Republik In

donesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang 1zin Lokasi (selanjutnya
disebut “Perkaban 14/2018"), Dalam setidaknya 5 (lima) Surat
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, izin lokasi disebut Surat

persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), antara lain:

. Surat Keputusan Gubernur DKJ Jakarta Nomor16/10/1/8 /
67 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Gubernur
Kepala Daerah mengenai Masalah Tanah dan Hubungan-
nya dengan Pembangunan Fisik DK] Jakarta;

gurat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Da.11/3/ 11/
1972 tentang Prosedur Permohonan Izin Membebaskan
dan Penunjukan dan Penggunaan Tanah serta Prosedur
pembebasan Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya
untuk Kepentingan Dinas/Swasta dj Wilayah DKI Jakarta:
surat Keputusan Gubernur DK] Jakarta Nomor Da.11/23/
49/1972 tentang Ketetapan dan Persyaratan Pemberi-
an Izin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Real Estate
(perumahan) dalam Wilayah DK] Jakarta;

surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1898 Ta-
hun 1991 tentang Pembaharuan Surat [zin Penunjukan
penggunaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan (Real
Estate) di Wilayah DKI Jakarta:

surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 540 Ta-
hun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat




gIODATA PENULIS

Dr. Benny Djaja, S.H, S.E, MM, SpN., M.RE., M.Hum., M.Kn. lahir di
Ulu-Siau, Sulawesi Utara, pada 22 Agustus 1963. Memperoleh gelar Sarja-
na Hukum dari Universitas Udayana, Denpasar (1987), Sarjana Ekonomi dari
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar (1988), Magister Manajemen dari
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), Pendidikan Notariat dari Uni-
versitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993), Magister Real Estate dari Central
Architectur of Urban Studies, Jakarta (2001), Magister Humaniora dari Uni-
versitas Tarumanagara, Jakarta (2002), Magister Kenotariatan dari Universi-
tas Indonesia, Jakarta (2003), dan Doktor dari Universitas Padjadjaran, Ban-
dung (2009). Beliau berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah Jakarta Barat. Selain itu, juga berkontribusi sebagai dosen strata satu
ilmu hukum dan strata dua kenotariatan di Universitas Tarumanagara. Beliau
juga merupakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah
Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Ta-
nah. Beliau sering menjadi pembicara di berbagai seminar Notaris dan Peja-
bat Pembuat Akta Tanah, pemateri pada Magang Bersama Anggota Luar Biasa
Notaris, Ujian Anggota Luar Biasa, maupun Sertifikasi Asosiasi Real Estate
Broker Indonesia bagi para broker.



HUKUM

REAL ESTATE

unia real estate, dan perumahan pada umumnya, yang

merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat,

telah berkembang menjadi semakin kompleks, seiring

dengan pertambahan populasi dan keterbatasan

lahan. Hal ini, selain menimbulkan isu-isu sosial, juga

tak jarang menyebabkan masalah hukum bila aturan dan

regulasi di bidang ini tidak dipahami dengan benar, baik

itu oleh pihak pengembang maupun konsumen. Oleh karenanya,

penjelasan tentang hukum real estate ini jelas dibutuhkan oleh ma-

hasiswa dan praktisi hukum pada khususnya, dan konsumen pada
umumnya.

Buku ini memuat pengetahuan dan penjela
sif mengenai real estate, manajemen propert
hak tanggungan, dokumen gedung dan pertanahan, rumah susun,
konsep hunian berimbang, serta izin lokasi.

san yang komprehen-
i, estate manajemen,
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